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Abstrak
PerkeDrb.jngan *aralaba pada saal ini di lndoncsia sangai pesat dalam jangka Naktu bcberapa t hun
ke belakang. lnaka pemerinlah nembual Peralumn Pcme.intah yang mengatur sistem usahawaralaba
ini. wa|alaba didefinisikan scbagaihak jslimewayang tcrjaljn dan alau diberikan oleh pemberiwaralaba
kepada penci ma { dalaba deng. scjumlah kewaiiban penbayaran. Dalam perjanjian waralabaterdapat
kewajiban d:tn haklang hatu dijalanka! parapihrk. Pcnelitian inimenggunakan metode Pendekaian
Yuridi\ Nomatif. dara )ang digunakan )airu drta sekunder kemudian dianalisis ccara kualitatit
I lasi l  tc c lr t ian |renuniukk'rn bah\a pe. janl ian $aralaba )a g dibuat haruslah Dcmenuhi s\arar
yang discbutkar oleh Kt,lll'crdaia ]ailu lenlang asas kebebasan berkonirak. schnrgga para pihak
dapal mcmbuat dan menr-cluiui perjanjian )allg sama-sama mcllguniungkan kcdua bclah pihak.
Petanjian waralaba yang dibuat tersebut mcmuat kewajiban dan hak nasing-masing pihak yailu
Iranchisodar li.anchisee, schingga dalam penerapan Pasal-Pasalyans tercantum didalam perjanj ian
dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak ydn_qterlibat didalam perjanjian, sehingga dapat
memberikan perlindungan hukum. Berakhimla perjanjian waralaba dapat dikatenakan, tanchisee
rneiakukan perbuatan )ang dilarang dalam petianjian, fianchisee nelakukan wanprestasi )ang
discbulkan di dalan Pasal pc{anjian waralaba lersebui. dan atau lewahya waktu perjanjian tetapi
perjanjian rcrsebut iidak dapat berakhir dikarnakan meninggalnla ,d,.,rsee.
KAta Kuncir huku|L pertdniun, \aralaba
I. PENDAHULUAN
Sistcm -1i,"arx.rire (waralaba) pada mulanya dipandang bukan scbagai suatu usaha,
melainkan scbagai suafu konscp. metode, ataupun suatu sistcm pernasaran yang dapat digmakan
oleh suatu pcrusahatur ntrk mengembangkan pemasarannya tanpa melakukan i \estasi langsung
pada outlel (tcmpat penjualzul.). nelainkan dengan melibatlan kcia sarna pihak lain selaku pmilik
outlet. Sislen f/zrcrrie mcrupakan bentuk khusus dari sislem lisensi. karcna dalam sistem
fanchise tidakhanyamemberikan suatu lisensi untuk memproduksi darl/a1au menjalankan suatu
produk tertentu saja melainkanjuga dikaitkan dcngan cara pemasarannya, sedangkan dalam
sistem ij in penggunarn mcrck. teknologj. knolr ,orr lrnpa adan\ a pcngala-san ) ang tcrus menerus
ata-s pclaksanaan usaha tcrscbut.
lranchise adalah pcrikalan. pcrikatan di n:rana salah satu pihak diberikan hak
memanfaatkan dan alau mcnggunakan Hak dari Kekayaan lntelektual (HAKI) atau pertemuan
dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang
ditetapkan olch pihak lain terscbut dalam rangka pen] ediaan dan atau penjualan barang dan
jasa. Dalan pcikatantersebut tcrdiridari2 (dua) pihak yang saling mempunyai kepentingan.
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Ddanpeikarzr. fraincrile ini terdiri dari dua pihak yang disebuty'arcftr'ror (pemilik hak) dan
fanchisee (yong diberi hak) untuk menj alankan bisnis dariy'anc&isor menurut sistem yang
dttx:t:Irlut {ranchisor . Secara bebas dan sederhan4 waralaba dideinisikan sebagai hak istimewa
Q)ri'elege) yangteialin atau dib€rikan oleh pemberi waralaba (fazc&isor) kepada penerima
wualaLa (ranchisee) dengan sejumlah kewaj iban atau pembayaran. (Adrian Sutedi; 2008; 6) '
Di era globalisasi saat ini orang-orang membuhrhkan srntu sistem usaha yang dimana
usaha tersebut sudah mulai banyak dikenal orang sehingga terj adilah us ahafranchise ni yaJtg
mungkin banyak memberikan keuntungan baglfranchisor daDfahchi.tee. Tetapi karena belum
adanya Undang-Undang khusus yang mengatur mengenaiy'azcfti.re' oleh karena itu dirasa perlu
unhlk membuat peraturan pemerintall Makatahun 1997 dibuadah PenturanPemerintahNo l6
tahun 1997 tentatlg waralaba(fanchise).Tetapi seiring maraknya perttmbtthanjlanchise di
Indooesia, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemedntah No. 42 tahun 2007 yang
merupakan revisi dari peraturan sebelunny4 yang kemudian disebut dengan PP Waralaba Dan
dalam peraruran pemerintah te$ebut erdapat definisi waralab4 yakni waralaba dalah ak khusus
yang dimiliki orang perseomngan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas uwlta
memasarkan balang danjasa yang telah terbukti berhasil dal digunakan oleh pihak lain
berdasarkanperjanjianwaralaba (AdrianSutedi; 2008; l4).
PP Waralaba ini secara khusus mengahu bisnis waralaba Perjanjiany'ancltiJe menurut
PP Waralaba ditegaskan dalam Pasal 4 ayat ( I ) bahwa waralaba diselengarakan dalam perj anj ian
t€rtulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Tndonesia
Kontrak tersebut disusun berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang sebagai mana diahu
dalam Pasal 1338 KuHPerdata. Namun pelaksanaan atas asas ini perlu memperhatikan
persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 1320 KuHPerdata yaitu tentang syalat sah suatu
perj anjian. Dengan ketentuan tersebut, semua orang berhak membuat segala macan kontrak
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaa& dan ketertiban umur! sefia kontrak
ters€but harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Dalam sistem Frdrcrr:te yang dikaitkan bukan hanya ijin penggunaan merek' tektnologi'
know how melaikanjugapaket atau keseluruhan dari sistem u-saha miliky'drciisor yang mencakup
merek. teknologi. know how sena penga\ asan ) ang teru< menenis atas pelaksanaan usaha_
metode, produksi serta kebutuhan untuk menunjang usaha.
Bisnis waralabadiperkenalkanpefiamakali oleh Isaac Singerpadatahun 1 851 diAmerika
Serikat, seorang pencipa mesinj ahit merek singef yang terkenal itu. Pelopor bisnis waral aba
(frctnchise) terketlr'l di Amedka Serikat adalah Coca Cola Cotporation dan Pepsi Co,Inc
(dibidang minuman), H,Iofl Holel ( dibidang perho telan), Mc Don1ldi Corpol1tion (dlbidang
restonn), General Motol -arc (di bidang otom otlf), Compulet Cente," (di bidang komputer)'
Jo ny King (di bidarry Pelayanan kebersihan).
Di Indonesia sendiri penjualan secara retail semacam bisnis waralaba mulai di
kembangka4 misalnya pertamina yang mempelopori penjualan bensin s€cara rctail rnelalui lis€nsi
pompa b€nsin (SPBU) dan perusahaanj amu nyonya mener yang melisensikan penjualanjamu
kepada pengusaha obat adisional ($alaupun mereka tidak pemah menyatakan sistem pemasamn
mereka secam waralaba). Karena begiu menariknya sistem dengan bisnis wamlaba dalam
dunia usaha , maka bisnis waralaba sing masuk ke dan berkembang pesat di lndonesia dengan
memberi lisensi kepada pengusaha kecil seperti Coca Col4 Kentucky Fried Chikeq Dunkin
Donal dan lain-lain.
Dalam bidang eceran Fa,st Foodpertana kali dimulai oleh Dick Gelael yang memb€li
Fmnchise Fried Chiken lmtuk memasarkan ayam goreng ala resep kolonel Sanden begitujuga
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unuk produk lokal seperti ayam goreng kalasan dengan resep rnbok Bereh, Es Teler 77, ayam
goreng nyonya Tanzio telah berkembang dengan menggrurakan sistem Francij.see dan tidaft
mustalil unhrk berkembang ke manca negara.
Pada saal sekamng F/arc,hise yang ada merupakan sistem Franchise yaagunik, sebab
sistem tenebut memberikan lisersi kepada pihak lain dan untuk menggunakan keseluuhan paket,
yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk melatih seseomng yang sebelumnya belum
terlatih dalam bisnis dan rmt* meqjalankan usaln dengan bantuan yang terus menerus atas dasar
yang telah diienhrkan.
Berda-sarkan uraian di atas nMka penulis lertadk melaloi<anperelitian lebih laqtut mengenai
aspek hukum yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian bisnis fazclise (waralaba).
IT. METODE 1'Ii,NELITIAN
Penelitian ini dilakrkan dengan menggunakan pendekatan )'lnidis nonnatii yaitu dengan
cara mempelaj ari, mengkaji, dar menginterprestasi balnn-bahai kepustakaan yang ada dalam
literaturliteratur, dan bahan-bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangaq dan
ketentuan-ketentuan yarlg berkaitan dengan bisnis Waralab4 sehingga diperoleh gambaran
mengenai aspek huLrm waralaba yang berkembang di lndonesia. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder dan sela4iutnya dilakukan analisa secara Lralitatif.
ITI. HASIL I'ENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengertian dan Jcnis Waralaba
Secatalegal Franchise (waralaba) berarti persetujuan hukun atas pemberian hak atau
keistimewaan unhrk memasaxkan suatu produk ataujasa dari pemilik (pewaralaba./pemberi
Franchise)kepadapihak lain (penerirna waralaba Dranchisee) yang diatur dalam suatu peraturan
tertentu. MenurutPemxturanPemerintahNo. 16/1997Pasal I buti 1 Wanlabaadalahperikatan
dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dana atau menggunakan hak atau
kekayaan intelektual atau penemu.m atau cid khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu
imbalan berdasarkan pe$ya.ratan yang diterapkan pilnk lain tersebut dalam rangka penyediaan
dan atau penjualan bararg dart ataujasa.
Franchise setdirberasal dari bahasa Latin, y aittfancorum rex yaig axtinya " bebas
dari ikatan", yang mengacukepadakebebasanmernilikihakusaha- Sedangkanpengertiany'a/r,ilte
berasal dari bahasa Perancis abad pertengal.arr diambil dari kata'Flarc" (b€bas) alat"fanchef'
(membebaskan), yang secara umum diartikai sebagai pemberi hak istimewa. (Addan Sutedi;
2008;6) .
Menurul Amir Kararnoy, waralaba dalah suatu pola kemitman usaha artaxa
yang memilik merek dagang dikenal serta sistem managemen, kewmgan, dan pemasaran yang
telah martap, yang disebut pewaralaba (ftanchisor), dengan perusahaar/ individu yang
memarfaatkan atau menggunakan merek dan sistem milik pewaralaba, disebut terwaralaba
(qanchisee).Pewatdaba waj ib memberikan bantuan teknis, manajemerl dan p€masaran kepada
ten aralaba dai sebagai imbal baliknya, terwaralaba membayar sejumlah biaya (fes) kepada
p€waralaba- Hubungan kemitraan usaha ntara keduapiluk dilokuhlan dalarn sebuahperjanjian
lisensi,/waralaba. (Adrian Sutedi; 2008; 1 1).
Dari pengefiian, definisi, mauptur umusan yang telah diuraikan waralabajuga dapat
dikatakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja berbeda dengan pengertian lisensi
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pada umumnya. Waralab@ menekankan pada kewajiban untuk mempergunakan sisten! rnetode,
tata car4 prosedur, metode pemasa&n dan penj ualan, maupun hal-hal yary telah dilentukan
olehl.ianchisor secarn eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima
lisensi. Selain itu, wanlaba mempunyai ciriLhas dibendingkan dengan Jisensi biasa- Bisnis dengan
fomat waralaba umunnya memperolehjaminan bisris. Hal ini terjadi karenay'a, chisor ir,Iah
menguji sistem bisnisnya dan dapat memberikan jaminankepadafanchr.ree akan bekerjanya
sistem tersebut,
Karenabisn]'sfrahchise berpotensi sangat menguntungkan maka padanan kata dalam
kamus besar bahasa Indonesia (KBI) disebut "waralaba',. V/aralaba berasa.l dari kata Wara
yang berarti lebih atau istfunewa dan Laba ialah keuntungan. Jadi bila disimpulkan peqertian
irEralabamenuut KBI benii usaha yang memberikan keuntungan yang istine\ra alau keunturgan
yang lebih. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
Waralaba ada.lah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa mauprur layanan.
S€dangkan melrurut ve6i Pemerintah Indonesi4 yang dirnalsud dengan wEnlaba dalahpedkatan
dimana salah satu pihak dibedkan hak memanlaatkan dan atau menggmakan hak dari kekayaan
intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri Ltas usaha yang dimiliki pilak lain dengan suatu
imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka
penyediaan dan atau penjualan barang danj asa.
Da.lam Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2007 terdapat definisi waralab4 yakni
waralaba adalah hak klusus yang dimiliki oleh orang pe$eorangan atau badan usaha terhadap
sistem bisnis dengan ciri khas usaha memasarkan barang danj asa yang telah terbukti berhasil
dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perj anj ian waralaba.
Dari definisi-defmisi di atas kiranya dapat diketahui bahwa s*idak-tidaknya perjanjian
franchise melibatkan dua plhak, yartnfranchisor sebagai pihak yang memberi izin untuk
tnilikryadatfanchisee yaitu pihak pihak yang mendapatkan izin untuk
mengtnakanfanchise .
Benn* pe{anjiany'azcrise di Indonesia sudah sangat banyak variasinya ditambah lagi
dengan berbagai perubahan-perubahan dalam prakteknya sesuai dengan perkembangan zama[
Dapat kita ambil benh:k yang paling baryak digunakan di Indonesia dalah sebagai berikut:
Waralaba Produk dan Mereh Dagang
Adalah benhrk waralaba yang paling sederhan4 dimana pemberi waralaba memberikan hak
kepada penerima waralaba unnrk menjulaproduk yang dikembangkan olehpemberi waralaba
yangdisertai denganpernberianisin (Lisersi) untr-rkmenggunakanmer€kdagangmilikpemberi
waralaba-
Pemberian isin ini dibedkan dalam mngka penjualan produk yang diwaralabakan tersebut.
Atas pemberian isin p€nggunaan m€rek dagang ini pemberi wamlaba memp€roleh suatu
bentuk pembayaran royalty dimuka yang selanjutnya pemberi waralaba memperoleh
keunnrngan (yang disebut royalty berjalan ) melalui produk yang di waralabakan.






Adalah pemberian sebuah lisensi/ij in oleh pcmberi waralaba kepada penerima waralab4
Iisensi tersebut memberikan hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan
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menggunakan mcrek dagang / nama dagang pemberi waralaba, dan wrtuk menggunakan
keseltuuhanpaket, yang terdiri dari selumh elemenyang dip€ ukan untuk membuat seseorang
yang sebelurnnya belum pemah melaksanakan kegiatan usaha dengan bantuan yang terus
menems atas dasar yang telah ditentukal sebelumnya.
Dalam Franchising waralaba format bisnis petunjuk praktis bagi pemberi dan penerima
waralaba ini terdid dad :
l. Konsep bisnis yang menyelunrh dari pemberi wamlaba.
2. Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis sesuai
deng:ur konsep pemberi waralaba.
3. Prcses bantuan dan bimbingan yang terus menerus dari pemberi waralaba.
Jika dilihat dalam benruk usahanya yang harus mengunakan bimbingan daifanchisor
seperti tata cara menjalankan bisnis, lermasuk didalarnnya pelatihan dan konsultasi usaha dalarn
hal pemasaran, perjualan, p€lgelolaan stok, akunting, personalia, pemeliharaan serta
pengembangar bisnisnya dan pendisnibusian produk.
Terjadinya Perjanjian Franchise (warelaba)
Pada dasamya, terjadinya perjaqjian Franchise antara pemberi hak waralaba dengan
penerima hak rmralaba adalah pada saat erjadinya persesuaian kehendak dan pemyataad antara
mereka tentang hak dan kewajiban dalam bisnis waralaba. Perjanjianwaralaba sudahterjadi
ketika ada kata sepakat meskipun belum terj adi penandatanganan kontrak waralab4 di dalam
kata sepakat mempunyai katar pe{ anj ian, sehingga menimbul hak dan kewaj iban bagi para
pihak untuk memenuhi prestasi yang ada dalam kegiatan waralab yang akan dilakukan oleh para
pihalq dan menjadi walprestasi apabila salah salu pihrk tidrk melakukan atau memenuhi prestasi
Perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan dalam pembuktian adalah p€rj anjian yang
memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan oleh Un<iang-undang dan pe{anjian yang sah diberikan
akibathukum (legally concluded contlact) menurut keientuan pasal 13 20 KUH Perdata ada
4 syarat yang ha.rus terpenuhi dalam perjanj ian yang dibuat oleh paxa pihak,
l. Ada persetujuan kehendak antarapihak-pihak yang membuat p€qanjiur (consewus)
2. Adakecakapanpihak-pihakuntukmembuatperjutjiem(carycity)
3. Ada suatu hal tertentu (objek)
4. Ada suatu sebab yang hala.l (caasa) (AMulkadfu Muhammad;2000;25)
Perj anj ian tetap berlaku bagi para pihak meskipun tidak memenuhi salah satu syarat-
syarat di atas dan tidak akan diakui oleh hukum, kecuali apabila ada piluk yang berkep€ntingan
tidak mengakuinya dan membawanya persoalan telsebu1 ke meja hijar! dan hakim membatalkan
atau menyatakan perjanj iar teNebut batal demi hukurn.
a. PersetujuanKehendak
Persetujuan kehendak adalah kesepakatan antara franchisor danfanchisee, seia sekata
pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Maksudnya iya kata pihak franchisor dan iyajuga kata pihaky'arclri,req kedua belah terdapat persetujuan kehendak tidak boleh ada
unsw paksaan. Kata sepakat ini dapat diungkapkaD dengan lisa!. tulisa!, maupun bahasa
lainya yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak Jika peianjianyang telah dibuatt€rsebut
tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka perjanj ian itu dapat dibatalkan.
b. KecakapanPihak-Pihak
Cakap dalam hal ini adalah berkenaan dengan umur atau kedewasaan subjek hukurn dalam
melakukan perbuatan hukum. Menuut bukunya aMulkadir Muhammad ikatakan dewasa
apabila sudah mencapai umur 2l tahun atau srdah kawin walaupwrbelum 2l tahuJl Menurut
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ketentuan pasal I 3 3 0 KUH Perdat4 dikatakan tidak cakap membuat perj anj ian ialah orang
yang belum dewasa. orang yang ditaruh dibawah pengampuan dan wanita yang bersuami.
Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali merek4 dan bagi
isrri ada izin suaiminya- Menuut hukun nasional Indonesia sekarang yaitu di dalam ket€ntuan
pasal I 60 I KUH Perdata wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan
hukum,jadi tidak perlu izin suarni. Tetapi di dalam perjanj ian waralab4 cakap yang dimaksud
bukan hanya yang membuat perjanjian telah dewasa, tetapi juga bahwa yang berhak
melakukan perbuatan hukum dalam pedanj ian ini bukailah badan peNeoraryan, melainkan
diwaj ibkan berbennrk badan usaln atau badan hukum, apabila tidak memenuhi syarat yang
dimaksud, maka perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau dapat dibatalkan.
c. Suatu IIal Tertentu
Suatu hal tertentu mempakanpokok perjaqjraa objek perjanjiaq gestasi yang wajib dipenuhi.
Karenajika pokok perjanjian, atau objek pe{ anj ian, atau Festasi itu kabur, tidakjelas, sulit
babkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perj anj ian itu batal f/,ie tig, void) . P eianji,arL
yang dibuat harusjelas tentang nana pedanj ianny4 hal ini agarpedanjian yang dibual tidaklah
rancu atau keliru dalarn pelaksaraan perjanj ian ters€but. Jika perjanjian tersebut tidak memuat
kejelas€n tentang nama perjanjian nya- maka perjanj ian tersebut batal demi hukum.
d. Adanya Suatu Sebab yang Halal (caata)
Kata ca!]sa berasal dari bahasa latin artinya "sebab" sebab adalah suatu yallg menyebabkan
orang yang membuat perjanj ian, yang mendorong orang membuat olang membuat perjanjian
Yang dimaksud alam pasal I320 KLEI Perdata itu bukan sebab dalam arti yang merryebabkan
atau yang mendorong orang membuat perjanj ian, melahkan sebab dalam arti "isi perlanj ian
itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan di capai oleh pihak-pilak. Dan isi atau
tujuan tujuan dari perjanjian yang akan dicapai ters€but tidak boleh ya,rtg dilarang olehrmdang-
undang, befientangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
Syamt pertama dan kedua Pasal I 320 Kitab undang-Undang Hukum Perdata tersebut
di atas, dirbut syarat subyeklifkarena melekat pada diri orang yang menjadi subyek perj anj ian.
jika syarat subyektifini tidak terp€nuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan oleh orang
yang mempunyai kepentingan tidak mengalrrinya dan membawanya penoalan tcrsebut ke meja
hijau, dan hakim membatalkan perjanjian tersebut. Sedangkan untuk syarat yang ketiga dan
keempat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut syamt objeltifkarena
meng€nai sesuatu yang menjadi objek pedanj ian. j ika syarat obj ektifini tidak dipenuhi, maka
perjanjian itu baul demi hukum.
IIak dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Waralaba
Bisnis waralaba yang kita ketahui ditandai dengan suatu kontrak yang disebut dengan
perjanjian waralaba" di dalam perjanjian waralaba ini terdapat beberapa pihak yang saling
mengikatkan dirinya dalam kontrak perjanjian waralaba antara pihak franchisor derryan
fanchisee. Berdasarkan hal inilah didalam perjanjian waralaba tersebut ertuang tentang
kewaj iban-kewajiban dan hak pam pihak dalam menjalarkan bisnisy'azcirse.
Menurut pendapat Gunawan Wij aya, secara umum dapat dirumuskan hak-hak dan kewaj iban
f anc h i s or rnauput fr an c h i s e e y aitu'.
I Hak dan Kewaj iban Pemberi l,lualaba (Jianchisor)
a. Kewaj iban Pembeo w aralaba (fr an c his or)
Pemberi waralaba berkewajiban untuk:
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b.
l) Memberikan segala macam informasi yang berhubungan denga Hak atas Kekayaan
Intelektual, p€nemuan atau ciri khas usaha misalnya oa.ajemer! cara penjua.lan atau
penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi
obj ek waralaba (Frcrcftile). Dalam rangka pelaksanaan waralaba yang dibedka
tcrsebut;
2) Memberikan bantuan pada penerima waralaba pembinaan, bimbingan dan pelatih
kepada penerima waralaba.
Hak Pemberi Waralab a (franchisor)
Pemberi waralaba (fazclisor) memiliki hak untuk
I ) Melalarkan pengawasan jalannya p€laksanaanwaralaba;
2) Memperoleh laporan-latrnmn secara bed<ala tasjalannya kegiatan usaha penerima
wamlabq
3) Melaksanakan inspeksi pada daerah kerja penerirnawatalaba (franchisee) grma
memastikztr bahwa waralaba (franchise) yang diberikan telah dilaksanakan
sebagaimaia mestinya;
4) Sampai batas tertentu mewaj ibkan penerim awaralaba (rtanchisee) dalam hal-hal
tertentu, untuk membeli barang modal atau barang-baxang lainnya dari pemben
w at alaba (fr anc hi s or);
5) Mewaj ibkan penerim awualaba(frahchisee) untuk rneqjaga kerahasiaan Hak atas
Kekayaan Inteleknral, penemuan atau cini kbas usaha misalnya sistem manaj emer:,
cara penjualan alau penataan atau cara distibusi yang merupakan karakteristik iusus
yang menjadi objek waral aba Oanchise).
Hak dan Kewaj iban Penewnawarclaba(franchise)
Kewaj ibar Penerirna Wa|al aba(rtanchi$e)
l) Melaksanalan seluuh insuuksi yang diberikan oleh Pembei wara.laba (fianchisor)
kepadanya guna melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelekhul, percmuan atau cirri
khas usalE;
2) Memberi keleluasaan bagi penerima waralaba untuk melakukal;rngawasan maupun
inspeksi berkala atau tiba-tiba, guna memastikan bahwa penerima lisensi telah
melaksanakan waralaba, (f/ anc his e) y ang diberikan dengan baik;
3) Memberikan laporan-laporan baik secara b€rkala maupun atas pemintaan khusus
dari pemberi waralaba;
4) Mcmbeli barang modal tertentu lainnya dapam rangka pelaksanaan waralaba
(fr a n c h i s e) dai pemberi w walaba (fr a n c h i s o r);
5) Menjaga kerahasiaan atas Hak alas Kekayaan Intelektual, p€nemuan atau cid khas
usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi.
Hak Pcnerima Waralaba (f ahc hi s e e\
1) Memperoleh segala macam infomasi yang berhubugan dengan Hak atas Kekayaan
lftelektual penemuan atau ciri khas usa]B miMlnya sistqn manajenen, cara penjualarl
atau penataan atau cam distribusi yang merupakan karakteristik yang menjadi objek
wafilaba Oahchise), yang dipergwEkan untuk melaksanakal waralaba yang
diberikan te$€but;
2) Memperoleh bantuan dari pemberi waralaba (fra chisor) atas segala macam cara
pemanfaatan dan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau
cirri khas usaha misalnya .D,Jterr manajeme& cara penjualan atauBm p€nataan atau
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cara distribusi yang merupakan karakieristik ktusus yang menjadi objek aralaba
(franchise). (Gtnavran Wijayat 2001; 1 l9).
Berakhirnya Perjanjian Wardaba
Mengenai berakhimya perjanjian waralaba dapat kita lihat dalam Pasal l38l KUH
Perdat4 dimana dalam Pasal tersebut disebu&an tentang hapusnya perikatan dikarenakan:
I Karena pembayaran (Pasal 1382- 1403 KuHPerdata);
l. Karena penawamn pembayaran hmai, diikuti dengan penyimparan atau penitipon @asal
1404-1412 KUHPerdata);
2. Karena pembaharuan utang @asal 1413- 1424 KuHPerdata);
3. Karena perjumpaaa hutang atau kompensasi (Pasal 1425-1435 KLIHPedata),
4. Karenapencampuran utang (Pasal 1436- 1437 KUHPerdata);
5. Karena pembebasan utangnya (Pasal 1438- 1443 KUHPerdata);
6. Karena musnahnya baxang yang terutang (Pasal 1444- 1445 KUHPerdata);
7. Karena kebatalan atau pembatalan (Pasal 1446- 1456 KUHPerdata);
8. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini @asa.l 1253,
1265-1 267 KlrHPerdata);
9. Karena lewatnya waknr, hal mana akan dialur dalam suatu bab tersendiri @asal 1946-
1962, Pasal 1967 -1993 KUHPerdata).
Mengenai bemkhimya perjanj iaq dikamakan :
l. Ditentukan oleh para piiak berlaku untuk walcu tertentu;
2. Undang-undang menentukan batas bedakunya peianj iary
3. Para pihak atau undang-uDdang menentukan bahwa dengan tedadinya peristiwa tertentu
maka pers€tujuan akan hapus;
Peristiwa tertentu yatrg dirnaksud adalah keadaan roemaks,(oeermacht)yangdiatur dalam
Pasal 1244 dan 1245 KuHPerdata- Keadaal memaksa dalah suatu keadaan dirnana debibr
tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang
berada di luar kekuasaanny4 rnisalnya karena adanya gempa bumi, banj ir, lahax dan lain-
lain. Keadaan mernaksa dapat dibagi menj adi dua macam yaitu :
a.) Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak
dapat memenuhi perutangannya kepada keditur, oleh karena danya gempa buni, banjir
bandang, dan adanya lahat (force majeur). Akibat keadaan memaksa absolul (force
majeur).
l. Debitur tidak perlu membayaf ganti rugi (Pasal 1244 KullPerdata).
2. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, ieiapi s€kaligus demi hukwn bebas
dari kewaj ibannya untuk menyeralkan kontra prest€si, kgcuali untuk yang disebut
dalarn Pasal 1460 KuHPerdata.
b.) Keadaan memaksa yang relatifadalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur nasih
mrmgkin untuk melaksanakan FEstasiny4 tetapi pelalGanaan F€slasi itr harus dilah*an
dengan mernberilan korban besar yang tidak seimbang, atau dilakukan denga[ biaya
lebih. Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban resiko apapuq hanya masalah
*aknr pelaksanaan hak dan kewajiban keditur dan debitur.
4. Pemyataan menghentikan persetujuan (opzeggirg) yang dapat dilakukan oleh kedua belah
pihak atau oleh salah satu pihak pada perja.nj ia.n yang bersifat sernentammisalnya perjanj ian
ke{a;
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5 . Putusan hakim;
6. Tujuar pcrj:urjiar tclah tercapai;
7. Dengan pcrsetujuan pua pthak (herroeping).
Schingga bcrakhimyaperjarjian qaralabadapatdil@enakan ketenhun Undang-Undang,
hapusnya perikatan alau d ikarenakan melakukan perbuatan yang dilarang di dalam perj anj ian
yang dibuat olch fa,chisor dengan.franchisee, dan atau lewatnya waktu perjanjian tetapi
periani an terscbut idak dapat berakhir dikamak anmentnggalnyafranchisee .
IV. KIlSIMPULAN
Bcldasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulk ur bahu a pcrjarj ian
n aralaba l ang dibuat haruslah memenuhi syarat yang disebutkan oleh KlJllPerdata yaitu tentang
asas kebebasan berkonlrak. sehingga para pihak dapat mombuat dar menyetujui perjanjjan
yang sama-sarna menguntungkan kedua belah pihak.
Pembcri \\,ifdlaba berkewaj iban untuk memberikan segalamacam informasi, memberikan
bantuan, pen1 bil1aan, bjmbingar dan pelatih kepada penerima waralaba. Dan ia memiliki hak
untlrk melakukan pengawasan, memperoleh laporan kegiatan usaha penerima waralab4
melakanaka.n i speki daerah kerja penaima waralaba" Sedangkan kewajiban penerima waralaba
(tdrcrise) mclaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi waralaba, menjaga
kerahasiaan mcmberikan laporan-laporan, memperoleh banhran, Memperoleh segala macam
hformasi hi* pcnerima waralaba
Berakhiml a pcrjanjian waralaba dapat dikarenakan ketentuan Undang-Undang, hapusnya
perikatan 
.lTutlchisee melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjia4y'arrcil,ree melakukan
wanprcsaasiyang disebutkan di dalam pasal pcrjanjian, danatau lewatnya waktu perjanjian
tetapi perj anj ian tenebut tidak dapat berakhir dikarnakan meninggalny afanchisee -
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